L1
]

UPAYA HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA
ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002

(Di Wilayah Kejaksaarn Tinggi Sumatera Barai)

SKRIPSI

Thafufan Uniuk Memenult FPerryaratan
Gumna Memperolefi Gelar Sarjana Fulum

OLEH :

LASTARIDA SITANGGANG
04 140 010

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

e o .I' '.I:-:\l‘}"':‘\-
]| P !|
] : II ..'TITI:—':
: 'i ; ..- ___-I '._:I

W

st

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

NO. Reg. 2630/PK V072008



“Upaya Hukum Cleh Penuntut Umum Terbadap Perkara Anak Dikaitkan Dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002"

(Lastanida Sitanggang. 04 140 010, Fakultas Hukum Urand, 68 halaman, 2008)

ABSTRAK

Kecenderungan meningkatnya pelanggaran hukum oleh anak yang mengarah pada
tindak pidapa menderong  upava  penangpulangan dan  pepanganan, hal ini o erat
hubungannyva dengan kewepangan pepuntut wmum, Deppan adanva ketentuan Kitab
Undan-undang Hukum Acara Pidana (KUZHAP) serla Undang-undang Nomor 3 Tahun
1997, maka penuntut umum memiliki kewenangan melakukan penuntutan terhadap perkara
anak dan wewenang ini digunakan oleh penuntut wmum pada setiap tingkat peradilan
pidana, Dikeluarkannya Undang-undang Momor 3 Tahun1997 dan Undang-undang Nomer
23 Tahun 2002 akan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan dalam
peradilan anak namun, pada kenyataannya penuntut urum masih mengeunakan upaya
bukum terhadap perkara anak demi menegakkan hukum. Permasalahan dalam penulisan
ini adalah : a, apakah dasar pertimbangan penuntut umum mengajukan upava bukum
lerhadap perkara anak? b, upaya hukum apakah yang dapat diajukan terhadap perkara
anak? c. apakah daser pertimbangan hakim banding anak dalam menjastubkan putusan
terhadap perkara ansk? Untuk mengetahui hal terscbut, maka dilakukan penelitian
lapangan di wilayah hukum kejaksaan tinggi sumatera barat, Penelitian ini adalah
penelitian hukum sosiolegis (empiris) dengan pendekatan secara vuridis. Data yang
dikumpulkan berasal dari data primer, data sekunder dan data tersier, Data sekunder
diperoleh dari penelitian kepustakaan vang kemudian dilanjutkan dengan penelitian
lapangan untuk mendapatkan data primer dan data tersier sebapai bahan untuk memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya
hukum oleh penuntut umum terhadap perkars anak tumbub dan nampak eksistensinya
namun, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan penuntul umum it sendiri terbadap
perkara-perkara anak yang ditangani. Tuntulan penuntut umum dalam menggunakan
upaya hukum banding merupakan  salsh satu dasar pertimbangan hakim banding anak
dalam menjatubkan putusan terhadap perkara anak, Untuk terjaminnya perlindungan anak
dalamy setiap tingkat peradilan pidana diperlukan perlakuar khusus terhadap anak. Hak
anak hendaknya dilindungi agar anak mengerti kebenaran dan dididik untuk mentaati
hukum sehingga tujuan perlindungan hukum dalam setiap tingkat peradilan anak dapat
tercapal, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan anak.



BAB I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Anak sebagai hagliﬁ.n dari generasi muda merpakan penerus cita-cita perjuangan
bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber
daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara
kesatuan dan  persatuan bangsa, diperlukan pembinsan sceara terus-menerus demi
kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perlindungan dari sepala kemungkinan vang akan
membahayakan mereka dan bangsa di masa depan schingga keberadaan mereka harus
mendapat perhatian khusus,

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak
diperlukan pertimbangan kedudukan anak dengan scgala cin dan sifalnya vang khas.
Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran,
perasaan dan kehendaknva, Oleh karena itu, dalam menghadapi perkara anak para penegak
hukum seharusnya memperbatikan sccara cermat dan memepertimbanghkan pulusan apa
vang terbaik hagi anak ity sendiri,

Usaba ini didasari pada pemikiran bahwa terhadap anak vang melakukan kenakalan
harus  diperlakukan  berbeda dengan orang  dewasa yang melakukan tindak pidana.
Pembedaan sidang anak  dengan sidang untuk orang dewasa ini merupakan  hasil

-mbicaraan instansi terkait dengan penanganan masalab kenakalan anak wvaitu antara
partemen Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian atan Lembaga Pembinaan anak nakal,

Untuk mewnjudkan perlindungan hukum yiang sebenamya scjak tahun 1938 telah

- pemikiran dan usaha-usaha kearah peradilan anak, Usaha terschur diawali dengan

“va sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku bagi



arang dewasa, hal ini diatur dalam Undang-vendang No, 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Undang-undang Republik Indonesia Momor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan
Anak selanjutnya disebut dengan UU Pelindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan
terhadap anak meliputi di segala aspek kehidupan, Pn.;n}r-::]engg:tra.an perlindungan anak
berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar kovens
hak-hak anak meliputi :
a, MNon diskriminasi;
b. Kepentingan vang terbaik bagi anak:
c. [Mak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
d. Penghargaan terhadap pendapat anak
Sedangkan tujuan perlindungan anak adalab untuk menjamin lerpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan marabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskeiminasi, demi terwujudnya anak Indonesia vang berkualitas, berahlak mulia, dan
sejahtera.
Kchadiran Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi elemen yang sangat penling.
Sehab, undang-undang ini memberikan perlindungan anak dari tindakan kekerasaan
sampai pada adanya jaminan terhadap masa depan anak,
Sejak tahun 1981 hukum acara pidana diatur oleh Undang-Undang  Republik
naonesig Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitah Undan g-Undang Hukum Acara Pidana yang
dlanjutnya discbut denpan KUHAPR, dimulai pada BAB XV mulai dari Pasal 137 Sampai

-ngun Pasal 144 yang menjelaskan tentang tata cara penuntutan dan hal ini juga berlakn

Fulaksi Sinar Grafika {2003), Perlindungan Anak, Sinar Girufikn, Jakaro, hlm, 5,




bagi penuntutan terhadap anak vang melakukan tindak pidana ditingkat pertama, banding
dan kasasi walaupun dengan berbagai pengecualian di dalam pelaksanaannya.

Penuntutan terhadap anak daltam Undang-Undang Republik Tndonesia Nomor 3
Lahun 1997 tentang Pengadilan Anak selanjutnya disebut dengan UL Pengadilan Anak
diatur dalarm Pasal 53 sampai dengan Pasal 534, Penuntutan terhadap anak dilakukan I{:-Ieh
Penuntut Umum berdasarkun Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain van 2 ditunjuk
oleh Jaksa Agung,

Kejaksaan sebagai salah sam lembaga penegak hukum dituniut untuk lebih berperan
dalam menegakkan supermasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak asasi
manusia. Sebagai Jembaga Negara pemeriniah vang melaksanakan kekuasaan Negara di
bidang penuntutan barus bebas dad pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh
kekuasaan lainnva,

Secara konkret, upava hukum terhadap putusan Hakim Anak implisit diatur pada
ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal | angka 8, Pasal 12, 13, 14, 15
tentang Hakim Banding Anak, Pasal 1 angka 9. Pasal 16, 17. 18, 19 tentang Hakim Kasasi
Anak dan Pasal 20 tentang peninjausn kembali, Akan tetapi secara eksplisit ternvata 11
No. 3 Tahun 1997 tidak mengatur secara terperinei tentang upaya hukum baik mengenai
proseduralnya maupun ruang lingkupnva, Untuk im berdasarka ketenuan Pasal 40 UL No,
+ Tahun 1997 maka terhadap upava hukum vang diterapkan adalah ketentuan UL No, 8
Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAF), Apahila
ditinjau secara ajam maka scbenarnya techadap upava hukum eksistensinya tumbuh,
berkembang dan terlaksana jikalau terdakwa atan Penunm Umum menolak putusan
Hakim. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwasanya tethadap potusan Hakim yang
telah diterima baik oleh terdakwa atan Penuntut Umum maka upaya hukum tidak nampak

‘Ksistensinya
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Melalui visi KUHADP (BAB 1 Pasal 1 angka 12 KUHAP dan pedoman pelaksanaan
KUHAF} maka vpaya hukum adalabh hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidalk
menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi dan hak
terpidana untuk mengajukan permobonan peninjavan kembali sebagai upaya hukum luar
biasa dalam hal serta menurut cara vang diatur dalam Undang-Undang.

Pertimbangan Hakim dan perlakuannya terbadap anak vang melakukan tindak pidana
periu mendspat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan Hakim terscbut
harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak, disamping
tindakan yang bersifal menghukum.

Fertimbangan Hakim dalam menjamhkan putusan terhadap perkara anak telah
memberikan putusan yang terbaik dan setimpal dengan perbuatannya, mengingat masa
depan anak yang masih panjang sebagai harapan keluarga, masyarakat dan bangsa. Akan
tetapi dalam prakteknya Penuntut Umum sebagal salah satu lembaga penegak hulkum, yang
seyogianya menjamin pelaksanaan hukum demi kepentingan masa depan anak seringkali
Penuntut Umum tidak menerima atau menolak putusa Hakim terhadap perkara anak. Oleh
sebab ity Penunutut Umum mengajukan upaya hukum,

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan
dengan judul “UP4A YA HUKEM OLEH PENUNTUT UMM TERHADAP PERKARA
ANAK DIEATTEAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHIIN 2002™

(L W ilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

B. Perumus:an Masalah
Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis mencaba meneliti lebik jauh

dengan beberapa permasalahan yang timbul sebagai berikut ¢



BABR TV

PENUTLUP

A, Kesimpulan

|

Dagar pertimbangan penuntul umum mengajukan upava huekum terhadap perkara
anak di wilayvah hﬂ]{ltJ]Tl Kegaksaan Tingegl Sumatera Barat adalab Surat Eduran
Jaksa Agung B 1 Nomor @ 5E ~ 001/1A/M/1995 Tentang pedoman tuntutan pidana
terhadap perkara anak. Selain dasar pertimbangan tersebut dalam prakteknya dasar
perlimbangan lainnya adalah :

* Pertimbangan twniutan pidana vang diajukan olch penuntut umum tidak

sesuai dengan putusan vang dijatubhkan oleh hakim;

* Pertimbangan alat bukti yang dihadapkan dalam persidangan;

*  Pertimbangan terhadap perkara pidana vang dilakukan aleh anak;

* Pertimbangan terhadap redaksi amar putusan hakim;

= [Pertimbangan terhadap barang bukti.

Dengan demikian ternyata dalam prakteknva penuntut uwnun dalam mengajukan

upaya bukum tidak saja hanya karena keberatan atas putusan pidana vang dijatuhkan olch

hakim terhadap terdakwa anak.

2

Adapun upaya hukum vang dapat diajukan olch penuntul umum terhadap perkara
anak pada dasarnys dapat diajukan pada upayva hukum banding dan kasasi sesuai
dengan ketentuan KUHAP dan UL No. 3 Tahun 1997, berdasarkan pengamatan
penulis serta dari hasil wawancara dengan penuntut umum terdapat beberapa
perkara anak telah digjukan upava hukum banding, namun pada upava hukum
kasasi belum pernab dinjukan oleb penuntut wmum. Hal ini dikarenakan selama ing
terhadap perkara anak tidak terpenubinya salah satu alasan pada Pasal 253 avar |

(satu} KUHAP, vang ditentukan sebagai alasan mengajukan upaya hukum.
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